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PUTUSAN
Nomor 1490/Pdt.G/2024/PA.Btm

PR 1P
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai
Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah

menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Sicincin, 23 Maret 1980, umur 44 tahun,
warga negara Indonesia, NIK 2171126303809007,
Jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan
SLTA, No Hp 081371291706, pekerjaan XXXXXXXX,
bertempat tinggal di XXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXX XX, XX
XXX XX XXX, XXXXXXXXX  XXXXXX  XXXXXXX, XXXXXXXXX
XXXXXXXX, XXXX XXXXX, XXXXXXXK XXXXXXXXX XXXX. E-
mail: lizaherlina02@gmail.com. Selanjutnya disebut
sebagai PENGGUGAT;

LAWAN

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Balai Baru, 06 November 1971, Umur 52
tahun, warga negara Indonesia, jenis kelamin laki-
laki, agama Islam, pendidikan SD, dahulu XXXXXXXX,
dahulu bertempat tinggal di XXXXX XXXX XXXXXXXXXX
XXX XX, XX XXX XX XXX, XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX,
XXXXXXXXK XXXXXXKK, XXXK XXKXX, XXXXXKXX XXXXXXXXX
XXXXK,  XXXXXXXX  XXXXX  XXXXXXKXX  XXXKXXKXXXKXX XX
XXXKXXX  XXXXXX  XXXXXXXX  XXXXXXXX  XXXXXXXXX

XXXXXXXX Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Tetelah mendengar keterangan Penggugat;

Telah meneliti bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan;
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DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Agustus 2024
yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Register
Nomor 1490/Pdt.G/2024/PA.Btm tanggal 14 Agustus 2024, telah mengajukan
hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 November 2005 Penggugat dengan Tergugat telah
melangsungkan pernikahan dan telah di catat di Kantor Urusan Agama
Kecamatan VIl Koto, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera
Barat, sebagaimana tertera dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :
B07/Kua.03.05.5/DN.01/08/2024, tertanggal 08 Agustus 2024;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup dan tinggal bersama
di terakhir di XXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXX XX, XX XXX XX XXX, XXXXXXXXX XXXXXX
XXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXX XXXXX, hingga keduanya berpisah;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah
melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai
keturunan;

4. Bahwa awal Pernikahan Tergugat dengan Penggugat berjalan dengan baik
dan Harmonis, namun sejak Tahun 2019 sudah sering terjadi perselisihan,
yang menjadi penyebabnya adalah:

a. Bahwa awalnya antara Tergugat dan Penggugat sepakat untuk meminjam
uang di bank untuk membesarkan usaha, namun pada saat Covid
keuangan Tergugat dan Penggugat mulai menurun dan Tergugat tidak
mau membantu Penggugat untuk membayar angsuran dibank sehingga
Penggugat harus bekerja keras untuk menutupi utang tersebut;

5. Bahwa puncaknya terjadi pada tanggal bulan Maret tahun 2023 atau kurang
lebih sudah 1 tahun lamanya, Tergugat meminta izin pulang ke kampung
halaman dan pada saat pulang kebatam namun Tergugat tidak pulang
ketempat kediaman bersama dan sudah tidak ada kabar berita dan Tergugat
telah memutuskan komunikasi dengan Penggugat serta saat ini sudah tidak

diketahui lagi keberadaannya, berdasarkan Surat Keterangan Ghaib Nomor :
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442/DTT-SLK/VII/2024, yang dikeluarkan oleh XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX,
Kecamatan Lubuk Baja, xxxx xxxxx, tertanggal 01 Agustus 2024;

6. Bahwa Tergugat tidak ada lagi memberikan kabar, tidak pernah mengirim
nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat telah melalaikan kewajibannya
sebagai seorang suami;

7. Bahwa sekarang ini tidak diketahui lagi tempat tinggal Tergugat yang jelas
dan pasti, dan Penggugat sudah mencari keberadaan Tergugat kepada
keluarga, namun tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat
untuk mengajukan Gugatan ini dan untuk itu Penggugat mohon kepada
Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam Kelas 1A kiranya berkenan
menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan

bersedia membayar biaya yang timbul,

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam Kelas 1A berkenan

memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

2. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughro Tergugat (TERGUGAT) atas
Penggugat (PENGGUGAT).

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Atau jika Pengadilan Agama Batam Kelas 1A berpendapat lain, mohon
putusan yang adil sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam sebuah

Peradilan Islam.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan
Penggugat secara in person datang menghadap dipersidangan, sedangkan
Tergugat tidak datang di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak
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mengutus orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil

atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan

patut melalui Radio Republik Indonesia Stasiun Batam pada tanggal

M, - sehingga  pemeriksaan  perkara ini  dilakukan tanpa

hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat
membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil
dan Hakim memandang bahwa perkara a quo tidak mungkin untuk diadakan
acara mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan
membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap
dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah
mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Liza Herlina, telah bermeterai
cukup dan telah dicocokan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda
P-1.

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor
B07/Kua.03.05.5/DN.01/08/2024, tertanggal 08 Agustus 2024 vyang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan VII Koto Kabupaten
Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan

telah dicocokan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut diatas, Penggugat juga telah
mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu :
1. Nama : Hendri Anto bin Agus, dibawah sumpahnya telah menerangkan yang
pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat dan mengenal Penggugat
dan Tergugat selaku suami isteri yang menikah pada tahun 2005 dan
mereka belum dikaruniai anak.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Batam.
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- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan
harmonis akan tetapi sejak tahun 2019 rumah tangganya sudah tidak
harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak mau mambantu Penggugat
untuk membayar angsuran di Bank untuk membesarkan usaha atas
kesepakatan Penggugat dan Tergugat.

- Bahwa sejak bulan Maret 2023 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat
telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali serta
saat ini Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya.

- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah berusaha menasehati Penggugat,
akan tetapi tidak berhasil.

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka.

2. Nama : Elsa Desy Rahmawati binti M. Sanusi, dibawah sumpahnya telah
menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik ipar Penggugat dan mengenal Penggugat dan
Tergugat selaku suami isteri yang menikah pada tahun 2005 dan mereka
belum dikaruniai anak dan tinggal bersama di XXxx XXXXX.

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan
harmonis akan tetapi sejak tahun 2019 rumah tangganya sudah tidak
harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak mau mambantu Penggugat
untuk membayar angsuran di Bank untuk membesarkan usaha atas
kesepakatan Penggugat dan Tergugat.

- Bahwa sejak bulan Maret 2023 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat
telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali serta
saat ini Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya.

- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah berusaha menasehati Penggugat,
akan tetapi tidak berhasil.

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka.
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Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Penggugat
membenarkan dan tidak membantahnya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan
mengajukan suatu bukti apapun lagi dan memohon kepada Hakim agar
menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini
ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara

yang bersangkutan;
TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari peridangan yang telah ditentukan
Penggugat hadir dipersidangan secara inperson sedangkan Tergugat telah
dipanggil secara resmi dan patut sesuai maksud Pasal 27 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi tidak datang dan tidak pula
menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak
datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, sedangkan gugatan
Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat
yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan
Pasal 125 ayat (1) HIR perkaranya dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Hakim telah berusaha maksimal
menasehati Penggugat agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah
tangga dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping itu oleh karena Tergugat tidak pernah
hadir di persidangan, maka acara mediasi tidak dapat dilaksanakan
(sebagaimana Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, salah satu syarat
mediasi dapat dilaksanakan, kedua belah pihak harus hadir di persidangan);

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendasarkan
gugatan cerainya terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sejak tahun 2019

dimana penyebabnya karena Tergugat tidak mau mambantu Penggugat untuk
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membayar angsuran di Bank untuk membesarkan usaha atas kesepakatan
Penggugat dan Tergugat;
Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan bukti P.1 perkara ini

adalah menjadi yurisdiksi/wewenang Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum
Islam yang menyatakan bahwa bukti perkawinan satu-satunya adalah Kutipan
Akta Nikah, maka meskipun tidak ada bantahan terhadap ikatan perkawinan
Penggugat dengan Tergugat, bukti P.2 tersebut tetap diperlukan sebagai alat

bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Penggugat yakni Duplikat
Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, menurut penilaian
Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian karenanya
bukti tersebut dapat diterima dan berdasarkan bukti P.2 tersebut dinyatakan
telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan masih
terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai dan karenanya

pula Penggugat berkepentingan dalam perkara ini (standi in judicio);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat
(2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-
undang Nomor : 7 Tahun 1989, dalam masalah perceraian dengan alasan
pertengkaran antara suami isteri pembuktiannya adalah dengan keterangan
saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan
suami isteri, karenanya kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian
dengan menghadirkan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-

orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat yang dihadirkan di
persidangan, merupakan orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat
dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, yang pada pokoknya
mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan
dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak mau mambantu
Penggugat untuk membayar angsuran di Bank untuk membesarkan usaha atas

kesepakatan Penggugat dan Tergugat, dan saat ini Tergugat tidak diketahui
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lagi keberadaannya, keterangan saksi satu dengan lainnya tidak bertentangan
serta saling mendukung, maka menurut penilaian Hakim keterangan saksi
pertama dan saksi kedua tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil

saksi, karenanya keterangan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan ditambah
dengan keterangan Penggugat serta didukung dengan keterangan dua orang
saksi tersebut diatas, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak
harmonis lagi.

- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
dikarenakan Tergugat tidak mau mambantu Penggugat untuk membayar
angsuran di Bank untuk membesarkan usaha atas kesepakatan Penggugat
dan Tergugat.

- Bahwa sejak bulan Maret 2023 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah
berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dan Tergugat
sudah tidak diketahui lagi keberadaannya.

- Bahwa para saksi sudah pernah menasehatinya, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
hanya dapat dicapai jika dalam rumah tangga tersebut tercipta ketentraman dan
rasa saling kasih dan sayang satu sama lain. Hal mana berdasarkan fakta di
atas ternyata sikap Tergugat yang demikian serta kasih sayang yang
diharapkan Penggugat seutuhnya dari Tergugat tidak didapat Penggugat, yang
pada akhirnya menimbulkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat
dan Tergugat bahkan saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah,
sehingga dengan demikian akan sulit tercapai ketentraman dan kebahagiaan
dalam rumah tangga, khususnya bagi Penggugat sebagai isteri;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah sunnah Nabi
Muhammad SAW yang harus diikuti dan dipertahankan, namun jika dalam
menjalaninya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat

diselesaikan, dapat diduga bahwa perselisihan dan pertengkaran itu akan dapat
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menimbulkan bahaya bagi salah satu pihak, Penggugat atau Tergugat atau

bahkan keduanya, padahal menurut Kaedah figh :

Hhadd) la e ‘a.‘é.a S Lallg o

menolak bahaya didahulukan dari pada mengambil manfaat;

Menimbang, bahwa kemudian dari pada itu para saksi sudah pernah
berusaha untuk menasehatinya dan mengatakan tidak ada kesanggupan untuk
dapat merukunkannya kembali, sehingga Hakim berpendapat bahwa antara
Penggugat dan Tergugat sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dapat hidup
rukun kembali didalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka
gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur
dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam dan karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan
dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan maka berdasarkan
Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989, sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah
dengan UU No.50 Tahun 2009 maka seluruh biaya perkara ini dibebankan
kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta
ketentuan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
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3. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp. 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Batam oleh Dra. Hasdina Hasan,
S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 23 Desember
2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, yang
dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan
dihadiri oleh Fadlul Akyar, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik.

Panitera Pengganti Hakim Tunggal

Fadlul Akyar, S.H Dra. Hasdina Hasan, SH., MH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran . Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan . Rp. 400.000,-
4. PNBP : Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
6. Biaya materai .__Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 570.000,-

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)
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